PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 950/ 10211/2022

TENTANG

PENETAPAN KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU

Menimbang :

Mengingat

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

BUPATI GROBOGAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), ayat (4)

huruf b, dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan

Keputusan Bupati tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Pengelola

Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,;

L

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU adalah Kepala Badan Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan.

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA bertugas : -

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan
daerah;

b. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah
diatur dalam Peraturan Daerah;

d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan
melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh kepala daerah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 30 Degenber 2022
/BUPATI GROBOGAN,

/]
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